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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI BANDUNG,

bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat {2), serta

Pa-sal 85 ayat l2l Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Nomor 5 Tahun 2OL6 tentang Produk Hukum
Daerah, Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa
peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan
Peraturan Bupati dan/atau PBKDH, Pimpinan
Perangkat Daerah pemrakarsa membentuk tim
pen3rusun dan pembahasan Rancangan Peraturan
Bupati dan/atau Rancangan PBKDH yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Pen)rusun
dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bidang
Perhubungan ?ahun 2017, yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahrrn 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah UndangUndang Nomor 1,4 ?ahun 19SO

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Javra Barat (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Nesara Renublik Indonesia Nomor 28511:



2.

-..),

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OA9 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2Ol1 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o^74

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 25a31;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2Ol2 tentan6

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupater

Bandung Tahun 2OL2 Nomor 1t), sebagaimana telat
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerat

Nomor 18 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor l L Tahur
2Ol2 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daeral
Kabupaten Bandung Tahun 2Ol4 Nomor 18);

Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 201-2 tentang

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupater

Bandung Tahun 2AL2 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahur
2Arc tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaar
Informasi Pubtik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahar
di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupater
Bandung Tahun 2OL3 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahur
2OLS tentang Penyelen ggaraar. Transportasi (Lembarar

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 15);
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